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PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh-
pengaruh dari anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan
sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah para aparat daerah di 25 OPD pada
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang diambil menggunakan tektik purposive
sampling. Telah diperoleh 113 kuesioner yang dapat di olah hasilnya. Berdasarkan
dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan
yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah. Hal ini telah menunjukkan bahwa organisasi-organisasi pada
Kabupaten Wonosobo telah menerapkan anggaran kinerja dengan optimal
dan benar, sehingga anggaran yang disusun dapat membantu mewujudkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten
Wonosobo, Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal
sistem akuntansi yang diterapkan, maka akan semakin optimal pula

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
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3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo,

Jawa Tengah. Artinya, semakin optimal sistem pengendalian intern

dilakukan, maka akan semakin optimal pula akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian
ini telah sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.
Karena, peneliti telah menguji kembali penelitian ini1 dengan data yang terkini (data
diambil pada tahun 2021), juga data yang didapatkan tepat dan akurat. Berdasarkan
dari nilai uji koefisien determinasi, nilai adjusted R? yang didapatkan adalah
sebesar 0.468 yang berarti bahwa 46.8% variabel-variabel akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel anggaran berbasis kinerja (X1),
sistem akuntansi pemerintah daerah (X2), dan juga sistem pengendalian intern (X3)
walaupun masih terbatas. Sedangkan, 53.2% yang lain dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini.

Implikasi hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan masalah yang sudah
dipaparkan pada latar belakang penelitian, yaitu sebagai masukan bagi pemerintah
daerah Kabupaten Wonosobo, untuk menghadapi dan juga meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Agar pemerintah dapat
menghadapi akuntabilitas, tentunya harus memperhatikan beberapa variabel-
variabel penting yang dapat mempengaruhi akuntabilitas itu sendiri, antara lain
yaitu anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan juga

sistem pengendalian intern. Dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa
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ketika anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan sistem
pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan, maka akan semakin optimal
pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya, dan memperhatikan dari latar
belakang penelitian ini, maka besar kemungkinan tidak akan terjadi lagi kasus
seperti APBD tidak berpihak kepada rakyat, karena menurut hasil dari penelitian ini
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah jauh lebih optimal daripada ketika
kasus tersebut terjadi pada tahun 2020 silam. Dan tentu saja walaupun semua
variabel independen telah berpengaruh positif signifikan, organisasi pemerintah
daerah harus dapat meningkatkan kinerja mereka lagi di lapangan agar penilaian
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat tercapai dengan lebih optimal lagi.
5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat beberapa
keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Kuesioner sulit untuk dikumpulkan kembali dan bahkan memakan waktu
lebih dari sebulan, karena mengingat kesibukan dari aparat pemerintah yang
masth menjalankan work from home dikarenakan adanya pandemi COVID-
19 yang terjadi pada tahun 2021 ini, sehingga aparat belum dapat bekerja
secara normal, dan maka dari itu akan terdapat kelemahan-kelemahan dari
jawaban yang diberikan oleh aparat, sehingga belum tentu menggambarkan
keadaan yang sebenarnya di lapangan.

2. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada aparat pemerintah di OPD pada

Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah saja sehingga akan terdapat perbedaan
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dari hasil penelitian dan juga kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada
sampel yang berbeda.
Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan juga keterbatasan yang telah dipaparkan

sebelumnya, maka terdapat saran sebagai berikut:

1.

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan hasil ini dapat dijadikan
acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel dan
metode yang sama tetapi populasi dan sampel yang berbeda, atau mencari
variabel lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, agar penelitian tentang akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dapat beragam, serta dapat memperhatikan lagi waktu
penelitian, karena penelitian ini dilakukan saat pandemi COVID-19 dan
para aparatur pemerintah sedang melaksanakan program work from home,
sehingga kuesioner yang diberikan akan lebih lama untuk dikembalikan dan
diolah oleh peneliti.

Bagi pihak aparatur pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat
menjadi saran dalam meningkatkan kembali pengetahuan tentang anggaran
berbasis kinerja, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan juga sistem
pengendalian intern dalam organisasi masing-masing, sehingga
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat berjalan dengan optimal dan

semestinya.
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LEMBAR KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk mengisi daftar berikut ini:

1. Nama OPD e
2. Nama B I e et neeto e et aa e e eaaaaa
3. Umur T tahun

4. Jenis Kelamin : L/ P (Lingkari yang sesuai)

5. Pendidikan Terakhir L ooiiiiocoonooo o Yamm ... VRSO
6. Lama Menjabat 44 tahun
7. Jabatan . DY SRR 0 W - PP ...

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Pada pernyataan di bawah ini, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi
pertanyaan-  pertanyaan tersebut dengan keadaan atau kondisi yang sebenar-
benarnya. Berilah tanda (V) pada kolom yang tersedia. Pilih satu alternatif
jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu sebenarnya.

Ada 4 (lima) jawaban alternatif yang dapat Bapak/Ibu pilih, dengan
keterangan  sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Tidak Setuju (TS)

3. Setuju (S)

4. Sangat Setuju (SS)



C. DAFTAR PERTANYAAN

1. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.

Pernyataan

STS

TS

SS

Akuntabilitas Program

Pada instansi tempat Saya bekerja,
kejelasan sasaran anggaran suatu program
telah dimengerti oleh semua aparat dan

pemimpin.

Visi dan misi program instansi tempat
Saya bekerja telah ditetapkan sesuai

rencana strategik organisasi.

Pada instansi tempat Saya bekerja, telah
menetapkan indikator kinerja untuk setiap
kegiatan atau program yang akan

dilaksanakan.

Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Pada instansi tempat Saya bekerja, telah
dilakukan analisis keuangan untuk setiap

kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Pada instansi tempat Saya bekerja,
dilakukan pembuatan laporan kegiatan
yang telah dilaksanakan yang akan

disampaikan kepada atasan.

Pada instansi tempat Saya bekerja, telah
dilakukan pengecekan terhadap jalannya
program/kegiatan yang sedang

dilaksanakan.

Akuntabilitas Proses

Pada instansi tempat Saya bekerja,

pelaksanaan kegiatan telah dikontrol




dengan ukuran atau indikator kinerja
yang jelas untuk menilai tingkat

keberhasilan  suatu  kegiatan  atau

program.

8. | Kegiatan/program yang disusun oleh
instansi tempat Saya bekerja telah
mengakomodir setiap perubahan dan
tuntutan masyarakat.

Akuntabilitas Kebijakan

9. |Pada instansi tempat Saya bekerja,
LAKIP digunakan sebagai bahan
pertimbangan  dalam  merencanakan
program/kegiatan selanjutnya  dan
diterbitkan sesuai dengan waktu yang
ditentukan.

10. | Pada instansi tempat Saya bekerja,

terdapat keterkaitan yang erat antara
pencapaian kinerja dengan program dan

kebijakan.

Sumber: Agustin (2018)

2. Pengukuran Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X;)

No.

Pernyataan

STS

TS

SS

Ekonomi

Pada instansi tempat Saya bekerja,
pengguna anggaran diberikan kebebasan
untuk melakukan dan mengekspresikan

profesionalitas mereka dengan optimal.

Penerapan anggaran berbasis kinerja di
tempat Saya bekerja menyajikan

gambaran  yang  jelas  mengenai




pembiayaan dari masing-masing

program, kegiatan, dan keluaran.

Efisiensi dan Efektif

Pada instansi tempat Saya bekerja,
penerapan anggaran berbasis kinerja telah
menggunakan sistem informasi yang
mampu menghasilkan informasi yang

memadai.

Pada instansi tempat Saya bekerja,
pengguna anggaran berbasis kinerja
bertanggung jawab terhadap output, baik
volume, waktu pengerjaan, maupun

kualitasnya.

Pengawasan Kinerja

Pada instansi tempat Saya bekerja,
penerapan anggaran berbasis kinerja telah

melakukan kontrol pada input dan output.

Penerapan anggaran berbasis kinerja di
tempat Saya bekerja telah melakukan
kontrol sebelum dan sesudah anggaran

digunakan.

Pada instansi tempat Saya bekerja,
penerapan anggaran berbasis kinerja
membutuhkan dari pihak eksternal dalam
mengukur kinerja agar kinerja lebih

independen.

Pada instansi tempat Saya bekerja,
penerapan anggaran berbasis kinerja

menyajikan program dan kegiatan dengan




jelas agar anggaran terlaksana dengan

baik.

Sumber: Wahyuni (2018)

3. Pengukuran Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X5)

No.

Pernyataan

STS

TS

SS

Prosedur Pengumpulan Data

Pada instansi tempat Saya bekerja, dalam
menjamin konsistensi pelaporan
keuangan daerah, Saya menggunakan
kebijakan akuntansi yang mengatur
perlakuan akuntansi dalam penerapan

SAPD.

Prosedur Pencatatan

Bukti memorial, Surat Tanda Setoran,
dan Surat Perintah Pencairan Dana
merupakan bukti yang saya gunakan

dalam pencatatan transaksi keuangan.

Pada instansi tempat Saya bekerja, Saya
telah  mengimplementasikan  empat
prosedur dalam menyusun laporan
keuangan, yang meliputi penerimaan kas,
pengeluaran kas, akuntansi aset, dan

akuntansi selain aset.

Pada instansi tempat Saya bekerja, dalam
melakukan pencatatan, Saya
melampirkan bukti pencatatan transaksi
keuangan sesuai dengan prosedur

penerimaan kas.

Prosedur Pengikhtisaran




Saya mencatat bukti transaksi dan
menggolongkannya ke dalam buku jurnal
umum, buku jurnal penerimaan kas, buku
jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan
juga buku besar pembantu sebagai
dokumen untuk penjurnalan dan

meringkas transaksi keuangan.

Prosedur Penyajian Laporan Keuangan

Pada instansi tempat Saya bekerja, telah
menyajikan laporan keuangan berupa
Laporan Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan yang berdasarkan PP

No. 71 Tahun 2010.

Sumber: Fatmala (2014)

4. Pengukuran Sistem Pengendalian Intern (X3)

No.

Pernyataan

STS

TS

SS

Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi tempat Saya bekerja
selalu melakukan pemeriksaan terhadap
catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan
secara terus-menerus melakukan
penilaian terhadap kualitas pengendalian

intern.

Pada instansi tempat Saya bekerja, telah
memiliki standar kompetensi untuk
setiap tugas dan fungsi dari masing-

masing posisi di dalam instansi.




Penilaian Risiko

Pimpinan instansi tempat Saya bekerja
telah melakukan analisis risiko secara
lengkap dan menyeluruh terhadap
kemungkinan timbulnya pelanggaran

terhadap sistem akuntansi.

Pimpinan instansi tempat Saya bekerja
selalu memiliki rencana pengelolaan
atau mengurangi risiko pelanggaran

terhadap sistem dan prosedur akuntansi.

Aktivitas Pengendalian

Kebijakan maupun prosedur
pengamanan fisik atas aset telah
ditetapkan dengan baik, dan pengeluaran
uang pada instansi tempat Saya bekerja
selalu didokumentasikan pada bukti

pengeluaran kas.

Instansi Pemerintah telah
mengembangkan rencana untuk
identifikasi maupun pengamanan atas
aset infrastruktur dan semua transaksi
yang diproses ke dalam komputer adalah

transaksi yang telah diotorisasi.

Pengawasan/Pemantauan

Pada instansi tempat Saya bekerja, selalu
menindaklanjuti setiap hasil temuan,
reviu, dan saran yang diberikan oleh
BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak
lanjut dari penilaian terhadap kualitas

pengendalian intern, instansi tempat




Saya bekerja telah melakukan perbaikan

pengendalian intern.

Pimpinan instansi tempat Saya bekerja
selalu mereviu ulang dan mengevaluasi
kembali temuan yang menunjukkan
adanya kelemahan dan diperlukan

perbaikan.

Informasi dan Komuni

kasi

Informasi telah disediakan secara tepat
waktu dan saluran komunikasi telah

dilaksanakan secara efektif.

10.

Pengguna anggaran/pemegang kas telah
menyampaikan SPJ (Surat
Pertanggungjawaban)  secara  tepat

waktu.

Sumber: Nugroho (2018)
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2. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja
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3. Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
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HASIL OLAH DATA



HASIL PENGUJIAN PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA,
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

Std.

N Minimum  Maximum Sum Mean Deviation
Akuntabilitas Kinerja 113 2.8 4.0 377.5 3.341 .3358
Instansi Pemerintah
Anggaran Berbasis 113 2.6 4.0 3715 3.288 .3527
Kinerja
Sistem Akuntansi 113 2.5 4.0 380.2 3.364 .3969
Pemerintah Daerah
Sistem Pengendalian 113 2.6 4.0 379.3 3.357 .3292
Intern
Valid N (listwise) 113

2. Uji Validitas

2.1. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Correlations
Y.1 .2 Y3 .4 Y.5 Y.6 Y.7 .8 Y.9 Y.10 AKIP
Y.1  Pearson Correlation 1 5360 627 .4437 2747 4417 228" 3517 218" 219" 649"
Sig. (2-tailed) <.001  <.001  <.001 003 <.001 015 <.001 .020 020 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.2  Pearson Correlation  .536" 1 .688" 5007 490" 4637 2517 3597 382" 401" 755
Sig. (2-tailed) <.001 <.001  <.001  <.001  <.001 .007  <.001  <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.3  PearsonCorrelation  .627"  .688" 1 6177 6167 440" 4377 3557 449" 3977 832"
Sig. (2-tailed) <.001  <.001 <001  <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.4  Pearson Correlation  .443" 500"  .617" 1 6277 4657 2557 2797 213" 450”7177
Sig. (2-tailed) <.001  <.001  <.001 <.001  <.001 .006 .003 024 <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.5  Pearson Correlation  .274" 490"  .616  .627 1 4037 235" 3627 3160 2697 .684°
Sig. (2-tailed) .003  <.001  <.001  <.001 <.001 012 <001  <.001 .004  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.6  Pearson Correlation  .441" 463" 440" 465~  .403" 1 3897 4517 194" 5007 7117
Sig. (2-tailed) <001  <.001  <.001 <.001  <.001 <.001  <.001 040  <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.7  Pearson Correlation 228" 2517 4377 2557 2357 389”7 1 4037 3917 3657 5787
Sig. (2-tailed) .015 007 <.001 .006 012 <.001 <001  <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.8  PearsonCorrelation  .351" 359" 3557 279" 362" 4517 4037 1 3577 289" 638"
Sig. (2-tailed) <.001  <.001  <.001 .003  <.001  <.001  <.001 <.001 002 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.9  Pearson Correlation 218" 3827 4497 213" 3167 294" 3917 3577 1 3317 560"
Sig. (2-tailed) 020  <.001  <.001 024 <.001 040 <.001  <.001 <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Y.10  Pearson Correlation 219" 4017 3977 450" 2697 500 3657 2897 3317 1 6137
Sig. (2-tailed) 020  <.001  <.001  <.001 .004  <.001  <.001 .002  <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
AKIP  Pearson Correlation  .649"  .755"  .832" 7177 684"  .711" 578" 638" 560"  .613" 1
Sig. (2-tailed) <001  <.001  <.001 <.001 <001 <001 <.001 <.001 <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



2.2. Variabel Anggaran Daerah Berbasis Kinerja

Correlations
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 ABK
X1.1 Pearson Correlation 1 4497 2907 .142 .066 223" 486" 117 5807
Sig. (2-tailed) <.001 .002 133 .489 017  <.001 216 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X1.2 Pearson Correlation  .449" 1 5817 3097 3047 423" 296" 436" 7377
Sig. (2-tailed) <.001 <.001  <.001 001  <.001 001  <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X1.3 Pearson Correlaion  .290"°  .581" 1 4177 3437 2847 129 5497 685"
Sig. (2-tailed) 002  <.001 <.001  <.001 .002 174  <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X1.4 Pearson Correlation 142 3097 417”7 1 .4977 4917 172 2660 612”7
Sig. (2-tailed) 133 <.001  <.001 <.001  <.001 .068 004  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X1.5 Pearson Correlation .066  .304 3437 497" 1 5657 3057 3617 641"
Sig. (2-tailed) 489 001  <.001  <.001 <.001 001  <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X1.6 Pearson Correlation 223" 423" 2847 4917 5657 1 2607 2457 656"
Sig. (2-tailed) 017  <.001 002  <.001  <.001 .005 009  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X1.7 Pearson Correlation  .486°  .296 .129 172 3057 2607 1 308" 6147
Sig. (2-tailed) <.001 .001 174 .068 .001 .005 <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X1.8 Pearson Correlation 117 4360 5497 2667 3617 2457 308 1 625"
Sig. (2-tailed) 216 <.001  <.001 004  <.001 .009  <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
ABK  Pearson Correlation  .580"  .737" 685"  .612"  .641" 656"  .614"  .625 1
Sig. (2-tailed) <001 <001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113
**_ Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
2.3. Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Correlations
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 SAPD
X2.1  Pearson Correlation 1 3237 3547 3597 284" 306"  .5527
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 .002 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113
X2.2  Pearson Correlaton  .323" 1 7277 5807 495" 566 .822"
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113
X2.3  Pearson Correlaton  .354"  .727" 1 656 5117 5160 .8357
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113
X2.4 Pearson Correlaton  .359" 580"  .656 1 5857 502" 821"
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113
X2.5 Pearson Correlaton  .284  .495" 511" 585" 1 4777 746"
Sig. (2-tailed) .002 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113
X2.6 Pearson Correlaton  .306~  .566°  .516°  .502"°  .477" 1 747"
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113
SAPD Pearson Correlation  .552"°  .822""  .835""  .821"  .746"  .747" 1
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



2.4. Variabel Sistem Pengendalian Intern

Correlations
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 SPI
X3.1  Pearson Correlation 1 4787 408" 4147 206" 4407 5397 4947 202" 2857 .701
Sig. (2-tailed) <.001 <.001  <.001 029 <001 <.001  <.001 .002 002 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.2  Pearson Correlation  .478"" 1 5007 188" 282" 3817 3297 352" 3747 2747 6347
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 .046 003 <001 <.001 <.001 <.001 003 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.3  Pearson Correlation  .408"  .500" 1 3597 3857 3297 248" 3097 164 269" 598"
Sig. (2-tailed) <.001  <.001 <.001  <.001  <.001 .008  <.001 .083 004  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.4  Pearson Correlation  .414" 188" 3597 1 5247 3917 282" 4437 .166 199" 600"
Sig. (2-tailed) <.001 .046  <.001 <.001  <.001 .002  <.001 .080 035 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.5  Pearson Correlation 206" 282" 3857 5247 1 374" 223" 2120 279" 221" 5547
Sig. (2-tailed) .029 003  <.001  <.001 <.001 .018 .024 .003 019  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.6  Pearson Correlaton  .440"  .3817 329" 391" 374" 1 622" 608" 366" 3037  .726"
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 <.001  <.001 <.001  <.001  <.001 001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.7  Pearson Correlaton  .539  .329"  .248"  .282" 223" 22" 1 707" 3857 3517 7167
Sig. (2-tailed) <.001  <.001 .008 .002 018  <.001 <001 <001 <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.8  Pearson Correlation  .494" 352" 309"  .443" 212" 08" 707" 1 468" 5077 780"
Sig. (2-tailed) <.001  <.001 <.001  <.001 024 <001  <.001 <.001  <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.9  Pearson Correlation  .292"  .374" .164 166 .279° 366  .385"  .468" 1 625" 636
Sig. (2-tailed) .002  <.001 .083 .080 .003  <.001  <.001  <.001 <.001  <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
X3.10 Pearson Correlation  .285~  .274"  .269" .199" 221 3037 3517 5077 25T 1 6197
Sig. (2-tailed) .002 .003 .004 .035 .019 001  <.001 <.001  <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
SPI Pearson Correlation  .701”" 634"  .598"° .00  .s54"  .726"  .716"  .780"  .636"  .619 1
Sig. (2-tailed) <001 <.001 <.001 <.001 <.001 <001 <.00l <.00l <.001 <.001
N 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

==, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Hasil Uji Reliabilitas

Y

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items
.867 10

X1

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items
791 8

X2

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items
.852 6




X3

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items
.853 10

4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual

N 113
Normal Parameters®® Mean .0000000
Std. Deviation .24162710
I\Dllpffst Extreme Absolute .077
ferences Positive 077
Negative -.034
Test Statistic .077
Asymp. Sig. (2-tailed)© .100
Monte Earlo Sig. (2- Sig. .098
tailed)
99% Confidence Interval Lo .090
w
er
Bo
un
d
u .106
p
p
er
Bo
un
d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with
starting seed 2000000.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik
5.1. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) .047 .156 305 .761
ABK .039 .054 .095 716 475
SAPD .017 .045 .048 392 .696
SIP -.012 .053 -.028 -.232 .817

a. Dependent Variable: ABRESID



5.2. Uji Multikolinearitas

Coefficients?®
Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 Anggaran Berbasis 519 1.928
Kinerja
Sistem Akuntansi .606 1.651
Pemerintah Daerah
Sistem Pengendalian .631 1.585
Intern

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Uji Hipotesis
6.1. Uji Analisis Regresi (t)

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) .760 .262 2.904 .004
Anggaran Berbasis .296 .091 311 3.248 .002
Kinerja
Sistem Akuntansi .220 .075 .259 2.930 .004
Pemerintah Daerah
Sistem Pengendalian .259 .088 254 2.926 .004
Intern
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6.2. Uji F
ANOVA?
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 6.094 3 2.031 33.860 <.001°
Residual 6.539 109 .060
Total 12.633 112

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah, Anggaran Berbasis Kinerja



6.3. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate

1 .695% 482 468 .2449

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern,
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Anggaran
Berbasis Kinerja

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah



